KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi
atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian
Negara/Lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kewenangannya;

bahwa untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat
pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai acuan dan standar evaluasi dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas,
kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat: . . .



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 793);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM.
Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan untuk
melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah bagi:

1. KPU RI;

2.KPU/ . ..



KETIGA

KEEMPAT

2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

maksud dan tujuan;

ruang lingkup evaluasi;

metodologi evaluasi;

teknik evaluasi;

materi evaluasi;

kertas kerja evluasi;

penilaian dan penyimpulan; dan

® N o kb=

pelaporan hasil evaluasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIF RAHMAN HAKIM



